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I. UMUM

Untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial, dibentuk Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dibentuk guna menyelenggarakan
program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan
dibentuk guna menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, aset BPJS
antara lain bersumber dari modal awal dari Pemerintah, yang
merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas
saham. Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Untuk mendukung operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, Negara Republik Indonesia perlu memberikan
modal awal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Pemberian modal awal kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dengan diberikannya modal awal dari Negara kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan
kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal untuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013”
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 yang dicatatkan sebagai penyertaan modal
negara lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
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